
 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH  

                                   NOMOR :  400.6.3.4 / 107 / 2026 

TENTANG 

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI PELAKSANA TAHUN 2026 

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH, 

 
Menimbang : a.  bahwa  informasi  publik  merupakan  informasi 

yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim 

dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai 

lembaga eksekutif yang berkaitan dengan   

penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu 

didukung dokumen yang lengkap, akurat dan 

faktual sebagai media sarana pelayanan informasi; 

  b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala 

Dinas tentang Daftar Informasi Publik Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana 

Tahun 2025;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik; 

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan; 

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang; 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang 

Provinsi Jawa Tengah; 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam 

Negeri, dan Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 

Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik 

Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Provinsi  

Jawa Tengah; 

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 

2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa 

Tengah; 

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 

2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

 Daerah Provinsi  Jawa Tengah  Nomor 6 Tahun 

2012 tentang Pelayanan Informasi Publik 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 

Jawa Tengah;  

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 

2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Perhubungan Provinsi Jawa Tengah; 

13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 

487.22/43 Tahun 2022 tentang Pembentukan   

Pejabat Pengelola Informasi dan Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi Pelaksana  pada Badan 

Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 

14. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :   

KESATU : Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Pelaksana Tahun 2026 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud diktum 

KESATU terdiri atas : 

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara 

berkala; 

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; 

dan 

c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat. 



KETIGA : Daftar Informasi Publik Dinas Perhubungan Provinsi Jawa 

Tengah telah tersedia dan diumumkan pada laman resmi 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana 

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah 

(http:/www.perhubunganjatengprov.go.id/). 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 11 Februari 2026 

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN 

PROVINSI JAWA TENGAH, 

 

 
 

ARIEF DJATMIKO 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


